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Abstrak: Tulisan i hendak  melokukon
klarifikasi terhadap penilatan sementara pifak
batra prakick ekonomi [slam tak lebih hanyalah
bagian dari politk identites. Hal ini dilikkan
devigant melakukan penghajian terfudap kiprah
lerbaga-lembage choromd shar'ah, Hoesusmg
berkaifan  demgan  keberpihakannye  dalmn
menyokong  kegintan-kegiotan  ekonomi  skala
“akar runmput” dan menengeh. Berdasar kafien
terhaday konsep dan aplikast ekomon shart‘ah
ini  sekaligns menunfukkor  babeo  ekonon
shari'sh tHdak hanye bersifal ideologis-politis,
akan fetapi merudpaken bagion darl media
untuk mengartibulosikan nilai-nilm ketelaman,
khusnsnye ferkaif dengan keadilen ekononyd dan
peninghkatan kesejahifernan masyarakat.

Kata Kunci: Ekonomi Islom,  Lembaga

Kruargan Shari’ali  Non-Bank, Badan Amul
Zakat, Bayt al-Mal wa al-Tamwil.
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FENDAHULUAMN

Perkembangan ekonomi yang didasarkan pada nilai-
nilai [slam begitu pesat dalam beberapa waktu terakhir ini
dan telah menarik perhatian banyak pihak, baik yang
mengkritik maupun memujinya. Bagi Kuran, praktik
ekonomi Tslam yang acda di berbagai regara muslim -
termasuk Indonesia- tidak lebih hanyalah bagian dari
politik identitas® Sebaliknya, bagi Chapra praktik ekonomi
Islam adalah benar-benar bagian dari upaya pembangunan
ekonomi dan peningkatan kesejahteraan yang didasarkan
pada paradigma Islam ?

Di Indonesia, pengembangan ekonomi Islam telah
diadopsi ke dalam kerangka besar kebijakan ekonomi.
Paling tidak, Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan di
tanah air telah menetapkan perbankan syari'ah sebagai
salah satu pllar penyangga dual-bamking sysitem  dan
méndorong pangsa pasar bank-bank syari‘ah yang lebih
luas sesuai cetak biru perbankan syari‘ah? Begitu juga,
Departemen Keuangan melalui Badan Pengawas Pasar
Modal dan Lembaga Keuangan [Bapepam & LK) telah
mengakul keberadaan lembaga kewangan svari’azh non-

| Bumn, “The Genees of lilsmic Economics & Chaper m she Polines of
Muzhen Idenisy™, Sameal Bermeenh, vol, 64720, 1997, M0I-35

¥ Lihat Chapra, drkee awd oy Fowaste Chollee [Loceaer The Eshamic
Fousndacion, 1992
* Bank [Indonesm, Cawk Sow Pedeader Syanlad fadeens (Jolorme Bank
Imdonesia, HHKT).
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bank seperti asuransi, gadai, reksadana dan pasar
syariiah.  Sementara, Departemen  Agama "ﬁ
mengeluarkan ijin dan akreditasi bagi organisasi-organisasi
pengelola zakat, infag, sadagah dan wakaf baik di
tingkatan pusat maupun daerah.

Tulisan sederhana ini hendak membenikan gambaran
awal tentang berbagai institusi ekonomi Islam (khususnya
lembaga keuangan syari'ah non bank) di Indonesia
berkiprah, schingga eksis dan dapat mengembangkan
dirinya untuk peningkatan perekonomian dan kehidupan
masyarakat luas. Karena itu, paper ini akan dimulai
dengan mendeskripsikan nngkasan konsep ekonomi [slam
dan istitusinya. Selanjuinya, dipaparkan beberapa contoh
kiprah lembaga keuangan syari‘ah non bank, seperti BMT
dan organisasi pengelola zakat. Artikel ini di akhini dengan
kesimpulan namun ada sedikit catatan dari penulis atas
perkembangan lembaga di atas.

KONSEP INSTITUSI EKONOMI ISLAM

Salah satu mis-persepsi umum tentang sistem
ckonomi  [slam  adalah Bahwa  sistern ini merupakan
“perpaduan” atan “jalan tengah” di antara sistem ekonomi
kapitalia dan sistem ekonomi sosialis. Pandangan semacam
ini pada awalnya memang tidak dapat terhindarkan
karena: Pertama, gagasan tentang sstem ekonomi [slam
mulai disampaikan para pemikir muslim di tengah-tengah
berlangsungnya pertarungan ideologis kapitalisme versus
sosialisme, Meruuk pada  sejarah ekonomu  [slam
kontemporer, tahap-tahap awal pengembangan ekonomi
lslamte:jadipadaku:unl‘ﬂ]—anhinggal%mdima}u
pada saal vang sama kapitalisme dan sosialisene masih
kokoh dan berhadap-hadapan diametral. Kedua, secara
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kebetulan, sebagian int  gagasan ekomomi  [slam
mengandung persamaan dengan inti gagasan vang telah
ada dalam sistemn ekonomi kapitalis atau sistem ekonomi
sosialis, schingga int gagasan ckonomi [Islam yang
disampaikan dianggap tidak lebih sebagai hasil “ikut-
ikutan”™ dari sistern ekonomi kapitalis atau sistern ekonomi
sosialis,

Meskipun demikian, sistem ekonomi [slam adalah
gistemr ekonomi yeng "asli” bersumber pada malai-nilad
ajaran Islam.* Sistem ckonomi Islam dibangun di atas
keyakinan dasar bahwa alam dan segala isinya termasuk
manusia adalah ciptaan Allah sow.t., dan bahwa sehagai
makhluk dan khwlifah Alldh f al-ord, manusia berkewajiban

menjalankan dua tugas utama, vaitu bertavhid kepada
Allah  (rububiyah,  wlideyeh, maupun muldyah) dan
memakmurkan dunia sesual dengan cara-cara yang
diperintahikan-Nya. Begitu juga, sistem ekonomd [slam
didasarkan pada kevakinan babwa Muhammad saw.
adalah Rasul dan Utusan Allah, pembawa kabar gembira
sekaligus ustah haariah bagi seluruh manusia. Keyakinan-
keyakinan ini membawa konsekuensi pada pemahaman
bahwa setiap upaya untuk menatas perekonomian harus
sesial  dengan  ketetapan-kebetapan Allah sowib
sechagaimana termaktub di dalam al-Quran. Begitu juga,
dalam tataran rinci, upaya-upaya untuk menata
perekonomian  harus  disandarkan pada contoh-contoh
vang telah ditunjukkan oleh Rasulullah Muhammad s.a.w.
sebagaimana termuat dalam sunnah-sunnahnya.

*LhT#ﬂ-&ﬂ-Hﬂﬁ.WIMEMMW
fdawr, Fubd tegermeh oleh M, Maghiie Wachil, SGumtures: Risalad Guse, |
2HHE,
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Dari sini, para pemikir ekonomi Islam telah menceba
mengambil inti-inti ajaran Islam di bidang ckonomi, yang
mencerminkan pertentangan satu sama lain® Dua norma
utama yang dapat mewakili inti-inti ajaran Islam di bidang
eckonomi tersebut adalah meglahal dan “adl, Maslalhah terkait
dengan nilai absolut keberadaan barang, jasa, atau achion
(termasuk kebijpkan ekonomi) di mana kesemuanya haras
memenuhi  kriteria-kriteria yang mengarah pada
perwujudan tujuan syari'ah (maegaesid ol-shariaf), yaito
perlindungan agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.
Sementara, adil terkait dengan interaksi relatif antara suatu
hal dengan hal lain, individu yvang satu dengan yang lain,
atau masvarakat tertentu dengan masyarakat lain.

Untuk mewujudkan kedua norma utama tersebut,
diperiukan beberapa institusi, yang mencakup antara lain:
Pertama, bentuk kepemilikan yang multi-jenis (Islam di
satu sisi mengakui dan melindungi kepemilikan individu,
tefapd di sisi lain juga menekankan pemghormatan atas
kepemilikan bersama - dalam konteks masyarakat ataupun
negara). Kedua, insentif dunia plus insentif akhirat sebagai
motivator untuk melakukan kegiatan ekonomi. Ketiga,
kebebasan berusaha, Keempat, pasar sebagal mekanisme
pertukaran ekonomi® Kelima, peran pemerintah untuk

] wﬂhplmFﬂrngmrmhﬁnvaf-ﬁm

* Abdul A Islabd, “Tbn Tamiveh's Concept of Merker Mechaosem”, ol ar
Hevewrd s Lobwwnic S imawaniis, Viol. 2, Mo 2, (200007, 51-60
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merijaga pasar sedemikan rupa sehingga kemaslahatan dan
keadilan dapat terwujud.”

D samping hal-hal di atas, beberapa instrumen juga
kebijakan, Di antaranya adalah penghapusan riba dan
pendayagunaan zakat, Riba adalah setiap penambahan
yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau
penyeimbang yang dibenarkan syari'ah® sementara zakat
adalah hagian dari harta vang wajib ditunaikan oleh setiap
muslim untuk membersihkan harta sesuai  dengan
tuntunan [slam.?

Dalam konteks [ndonesia, sebagaimana tertera pada
Ul No 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan UU No 7 Tahun
1969 Tentang Peradilan Agama (Pasal 37, huruf [}, yang
dimaksed dengan “ekonomi syari'ah” adalah perbuatan
atau kegiatan wsaha yang dilaksanakan menurut prinsip
syari'ah dan tentu merupakan intitusi atau Iemhqgm],ra,
antara lain meliputi: 1. bank syari'ah; 2. lembaga keuangan
mikro syari'ah. 3. asuransi syariah; 4. reasuranai syari'ah; 5.
reksa dana syari'ah; 6. obligasi syari'ah dan surat berharga
berangks menengah svari'aby 7. sckuritas syan'ah; 8
pembiayaan syari'ah; 9 pegadaian syariah; 10. dana

T Bloneer Kall, "Bole of Government i Eeonomic Develogumene; Dslamic
Peripocane”, Mabobl diopaltes dobom B Doty i
(Penasgs Unversity of Salns Malaysta, 1004,

¥ [Lihae Chapri, Tiv Fatwer of Bt A [nkomy Pargacter,

*® Lihat Dridin Haficlhudin, Zeta’ (el Prrrdomamios Madern (Jakanta: G
nsani Presd, JHKTL
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pensiun  lembaga  keuangan  syar'ah; dan, 11 bisnis
syariah. =

PRAKTIK INSTITUS]I KEUAMGAN SYARI'AH HI.::N
BANK DI INDONESIA

Lembaga keuangan syari'ah non bank, bahkan
termasuk bank, sebagai lembaga keuangan Islam dan
alternatif pengganti lembaga keuangan konvensional
merniliki ciri-ciri keistimewaan sehagai berikut.

1. Adanya kesamaan ikatan emosional yang kuat antara
pemegang modal, pengelola dan nasabahnya.

2. Diterapkannya sistem bagi hasil sebagai pengganti
bunga, sehingga akan berdampak positif dalam
menekan cosf push mflation dan persaingan antar

3. Tersedianya fasilitas kredit kebaikan (al/-Qard al-Hasan)
yang diberikan secara cuma-cuma

4. Konsep (build in concepf) dengan berorientasi pada
kebersamaan;

a, Mendorong kegiatan investasi dan menghambat
simpanan yang tidak produktif melalui sistem
operasi profit and loss sharing,

b. Memerangi kemiskinan dengan membina golongan
ekonomi lemah dan tertindas, melalui bantuan
hibah yang dilakukan institusi secara produktif,

¢. Mengembangkan produksi, renggalakian
perdagangan dan memperuas kesempatan kerja
melalui kredit pemilikan barang atau peralatan
modal dengan pembayaran tangguh  dan
pembayaran cicilan. =
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d. Meratakan pendapatan melalsi sistem bagi hasil
btu semdiri maupun kepada peminjam.

5. Penerapan ststem bagi hasil yang tidak membebani biaya
di luar kemampuan nasabah dan akan terjamin adanya
“keterbukaan”.

6. Menciptakan alternatif kehidupan ekonomi yang
berkeadilan dalam kehidupan modemn.

I dalam kaidah muam’alah disebutkan bahwa
segala sesuatu ity hukumnya boleh, kecuali bila ada dalil
yang mengatur sebaliknya atau melarang (o asl fi al-shay a-
ilthat, il ma dall dall ‘ala Khiafh). Namun, sebagaimana
ditunjukkan oleh pakar, institusi ekonomi [slam selama ind
lebih banyak terfokus pada lembaga kevangan syari'ah
“nir-riba” dan pengelolaan zakat!® Oleh karena itu,
pembahasan institusi ekonomi Islam di bawah ini hamya
akan difokuskan pada kedua aspek tersebut yang memang
berkembang pesat di Indonesia, yaitu BMT dan BAZ.

Bavt al-Mal Wa al-Tamwil (BMT)

BMT singkatan dari Bayt al-Madl unr al-Taemwdl, dalam
konteks saat ini, didefinisikan sebagai kelompok swadaya
masyarakat sebagai lembaga ekonomi rakyat yang
beropaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan
investasi dengan sistern bagi hasil untuk meningkatkan
kualitas ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dalam
upaya pengentasan kemiskinan!l BMT adalah lembaga
keuangan mikre syari'ah formal yang dapat dengan
mudah diakses oleh masyarakat berpendapatan rendah. 2

kgt Chagea, The Faterr o Essvomins v [olmwic Perpetios

I
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Bayt al-Mal wa al-Tenmed (BMT)/Koperasi Syari’gh
adalah lembaga keuangan masyarakat yapg
diselenggarakan dan dikelola berdasarkan prinsip dan
nilai-nilai agama [slam, yang berfungsi untuk menerima
dan menyalurkan dana yang bersifat komersial dari pihak
ketiga yang berbentuk simpanan anggota dan penyertaan
lainnya, serta dana yang bersifat non komersial seperti
rakat, infaq, shodageh, hibah, wakaf dan sumbangan
lainnya. Konsep BMT di sebuah lokasi tertentu merupakan
konsep pengelolaan dama (simpan pinjam) di tingkat
komunitas yang sebenamya searah dengan konsep
otonomi daerah yang bertumpu pada pengelolaan sumber
daya di tingkat pemerintahan (administrasi) terendah yaitu
desa. [a juga bisa dimaknai sebagai balai usaha mandiri
terpadu yang merupakan lembaga keuangan non bank
yang inisiatifnya dilakukan oleh Kelompok Swadaya
Masyarakat (KSM). Sebagai lembaga ekonomi rakyat, BMT
berupaya mengembangkan uwsaha-usaha produktif dan
investasi dengan sistern bagi hasil untuk meningkatkan
kualitas ekonomi pengusaha kecl dalam rangka upaya
pengentasan kemiskinan.

Sebenarnya institusi ekonomi Islam, model dan
kinefanya  lebih  berdekatan  dengan konsep
fa'auncuniyeh (koperasi secara lebih luas dan umum
seperti BMT). Koperasi secara etimologi berasal dari
bahaza Inggris cosperation, yang artinya bekerja sama.
Menurat  Mahmid  Shalpat,  koperasl  (syirkeh
fa'munimiyah) adalah suatu syirksh baru yang belum
dikenal oleh fugaha® dahulu) yang membagi syirkeh
memnjadi 4 macam, yakni:

I. Shirkah al-Abddn, lalah syirkah (kefja sama) antara d.u.-l.
orang atau  lebih  untuk  melakukan  suatu
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uszha/pekerjaan, vang hasilnva/upahnya dibagi di
antara mereka menurut perjanjian, misalnya wsaha
konfeksi, bangunan, dan sebagainya. Abu Hanifah dan
Imém Malik membolehkan shirkah ini, sedangkan al-
Shafi’'i melarangnya.

2. Shirkah al-mufiroadak, falah kerja sama antara dua orang
atau lebih untuk melakukan suatu usaha dengan modal
uang atau jasa dengan syarat sama  modalmya,
agamanya, mempunyai  wewenang  melakukan
perbuatan  hukum, dan masing-masing berhak
bertindak atas nama syirkah. Para imam mazhab
melarang syirkeh rudfaundah imi, kecuall Aba Hanifah

3. Ghirkah al-Whijuly, ialah kerja sama antara dua orang atau
lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal uang, tetapi
hanya berdasarkan kepercayaan para pengusaha
dergan penjanjian profil sharing (keuntungan dibagi
antara mereka sesuai dengan bagian masing-masing).
Ulama Hanafi dan Hanbali membolehkan syirkah ini,
sedangkan Ulama al-Shafi'i dan al-Maliki melarangnya,
karena menurut mereka syirkah hanya boleh dengan
uang atau pekeraan, sedangkan vang dan pekerjaan
tidak terdapat dalam syirkah ini.

4. Shirkah al-imin, jalah kerja sama antara dua orang atau
lebih dalam permodalan untuk melakukan  sesuato
asnis atas dasar profit end lost sharing (membagi untung
dan rugi} sesuali dengan jumlah modalnya masing-
masing. Syirkah macam ini disepakati oleh ulama
tentang bolehnya (ijma’ ulama).

Sebagian ulama menganggap koperasi (shirkal
ta'mwumiyah) sebagai aked mmddrabah, yakni suatu
perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih, vang
mana satu pihak menyediakan modal usaha, sedangkan



Atk Abiciah, Eksistensi Dan Proktik... 143

pihak lain melakukan usaha atas dasar profit and lost
sharing menurut perjanjian. Dan di antara syarat sahmya
miyddrabah ity jalah menetapkan keuntungan sediap
tabun dengan prosentase tetap, misalnya 1% setahun
kepada salah satu pihak darl muddrabah itu, Karena ita,
apabila koperasi itu termasuok mmddrabah atau girad,
tetapi dengan ketentuan tersebut di atas (menentukan
prosentase keuntungan tertentu kepada salah satu pihak
dart muddrobal) maka akad muddrabah ini tidak sah
(batal), dan hukumnya adalah seluruh keuntungan
usaha jatuh kepada pemilik modal sedangkan pelaksana
usaha mendapat upah yang sepadan/ pantas,

Sebenammya dasar pemikiran  didinkanrva BMT
diawali dari keprihatinan terhadap masyarakat bawah
yang nyaris belum terentaskan dar kemiskinan dan
schagian besar adalah umat [slam. Sasaran utamanya
adalah masyarakat vang berupaya berwiraswasta dan tidak
memiliki dukungan finansial yang mencukupi BMT
mindmal  telah memberikan  andil  membebaskan
masyarakat ekonomi rendah dan kecil dari para remternir
atau lintah darat yang mengakibatkan masyarakat semakin
terjerumus pada masalah ekonomi yang tak menento.

BMT memiliki dua orientasi dalam operasionalmya,
vaitu bayt al-mal yang merupakan lembaga sosial yang
bergerak dalam bidang Zakat, Infak dan Shadagah (ZIS)
serta wakaf, dan bayt al-tammwil yang merupakan lembaga
Vang menghasilkan {kegiatan bisnis) yang
mengembangkan usaha-usaha produktf dan investasi
dalam meningkatkan kualitas kegiatan menabung dan
pembiayaan kegiatan ekonomi. Badan hukum BMT denigan
melandaskan kegiatannya berdassarkan prinsip syarffah
dan prinsip koperasi atas dasar asas kekeluargaan.
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Dari definisi diatas, bahwa BMT mempunyai dua
fungsi, yaitu fungsi non profit department sebagai landasan
historis bahwa bayt al-mal pada masa Islam klasik adalah
berfungsi sebagai dana umat dan penyeimbang
perekonomian, sedangkan fungsi kedua yaitu fungsi profit
depertment karena sebagal fungsd tambahan bank syari’ah,
dimana kemampuan perbankan sangat terbatas untuk
menjangkau sektor usaha mikro dan kecil sehingga
dibutuhkan lembaga keuangan yvang dapat menjangkau
sekior tersebul, dan alternatif pelaku ekonomi Islam untiuk
lembaga itu adalah BMT tersebut.

Secara operasional, BMT mengacu pada usaha-usaha
yang berlakn di bank Islam, baik BMI maupun Bank
Perkreditan Rakyat Syari'ah, hanya produk vang
ditawarkan tidak sehanyak kedua jenis bank tersebut dan
sasiaran konsumen atau nasabah yang diinginkan adalah
kalangan pengusaha kecil yang hendak merintis
usghannya maupun yang hendak mengembangkan
usahanya. Seperti produk bagi hasil, sistem jual beli, sistem
non profit, akad bersyarikat dan model pembiayaan
syariahh. Namun  secara  kelembagaan  induk
pengelolaannya  lebih  terafillasikan  dalam  struktur
Koperasi,

Dilihat dari struktur organizasi BMT pada umumnya,
lebih ringkas dan sangat bergantung dengan operasionalisi
BMT tersebut Misalnya adanya Musyawarah anggota,
demwm’m,pmmmmpnmmdmsm
baik pemasaran, kasir dan pembukuan. Struktur organisasi
ini sangat variatif yang dipengaruhi oleh wilayah
operasinya, efektifitas kelola, orientasi program dan jumilah
SDM-nya.
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Aplikasi BMT di lapangan termyata muncul kendala,
seperti.

1. Perimbangan antara kegiatan sosial dan kegiatan bisnis
adalah BMT seolah-oplah dijadikan lahan bispis unbuk
meraih  keuntungan  belaka, sementara upaya
penyadaran terhadap misi sosial keagamaan kurang
dapat dirasakan dan terkesan diabaikan,

2, Imbas dari bisnis yang mendapatkan keuntungan Bnggi,
banyak keinginan memanfaatkan BMT sebagai lembaga
bisnis pribadi, terutama para pemodal kelas menengah
ke atas yang berusaha mendirikan BMT milik pribadi,

3. Kesadaran untuk merealisasikan moral value yang ada
dalam lembaga BMT kurang dapat teraflikasikan. i
satu pihak masyarakat masih awam terhadap BMT, di
pihak lain terkadang pengelola BMT memanfaatian
kondisi masyvarakat sebagai obvek vang dapat
dipermainkan, singkalnya ftransparansi kurang

4. Pengetahuan pengelola BMT, terhadap konsep ekonomi
syari’ah terkadang masih jauh dari harapan, ditambah
manajerial yang masih tradisional,

5. Adanya kompebisi vang tidak sehat antar BMT satu
dengan lainnnya, semestinya dengan pendekatan
pamership  antar  BMT, lebih  memudahkan
dayagunanya bagi masyarakat luas,

Masuknya amil zakat sebagai salah satu asnaf
merupakan legitimasi Allah sw.l fentang pentingnya
lermnbaga ini dalam pengelolaan zakat, Namun persoalan md
belum direspon oleh umat Islam dengan baik. Apalagi
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kalau dikaitkan dengan Q.5. al-Tawbah: 103; dalam ayat ini
ada kata "Ehudh’ {ambilhh}, menurut [bn -n] Arabi, khjab

S.AW., sehingga maffuim mundfrge-nya adalah tidak bisa
zakat diambil oleh selain beliau. Atss dasar inilah para
pembanghang zakat (mfni® al-zakak) pada masa Abu Bakr
tidak mau mengeluarkan zakat lagi. Meski ada perbedaan
pendapat apakah ayat di atas maksudnya zakat wajib atau
sunnat, adanya perintah untuk mengambil yang dilakukan
oleh Rasulullah atau penggantinya [ulama/amil), secara
implisit menekankan agar zakat itn dikelola oleh sebuah
pengurus/ lembaga vang mengurusi zakat 2

Tentang terminologi amil zakst, antara imam
mazhab memiliki pemahaman yang bervariasi meskipun
tidak terlalu jauh berbeda. Mazhab Hanafi mengatakan
amil adalah orang vang diangkat untuk mengambil dan
mengurus zakat. Menurut Marhab Maliki, amil adalah
pengurus  zakat, penulis, pembagi, penasihat dan
sehagainya, vang bekerja untuk kepentingan zakat, Syarat
menjadi amil menurut mazhab Maliki adalab adil, dan
mengetahnd segala hukum yang bersangkutan dengan
zakat. Menurut Mazhab Hanbali, amil adalah pengurus
zakat, diberi zakat sekedar upah pekerjaannya (sepadan
dengan upah pekerjaannya). Dan menurut Mazhab Shafii,
amil adalah semua orang yang bekerja mengurus zakat
sedang dia tidak mendapat upah selain dari zakat itu.

Kebiasaan yang berkembang di masyarakat Muslim
yakni amil zakat hanya bertugas menimbang dan tidak
pemah  datang ke rumah-rumah @ muzekki | untuk

1 Ak Bakr b al -, ko o' Cher i [Beirue Darul Ma'adsh, mh), 1005
W Segigiman Rasyil, Faph Iulesr (Jakuota Aviahiciysh, 19811, 207-200.
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mengumpulkan zakat, ketika membagikan zakat kepada
para mustalng para amil memanggiinya lewat pengeras
dan terkesan santai, Apabila keadaannya seperti ind
seharusnya mereka kurang layak menerima bagian zakat.
Sebab, seseorang tidak bisa dikatakan sebagai amil zakat
yang berhak menerima zakat seperti yang terkandung
dalam 5. al-Tawbah ayat 60 kecuall telah melaksanakan
beberapa tugas sebagai berikut mengumpulkan,
zakat.

Berdasarkan lembaga yang telah ada, ada tiga pola
lembaga zakat di Indonesia: Pertama, lembaga amil yang
membatasi dirinya hanya mengumpulkan zakat fitrah saja,
seperti di Jawa Barat, Kedua, menitikberatkan kegiatannya
pada pengumpulan zaket mal (harta), ditambah infag dan
radageh, Ketiga, lembaga vang kegiatannya meliputi semua
jemis harta yang wajib dizakati yang dimiliki oleh seorang
muslim. Pola ketiga ini nampaknya mengarah kepada
pembentukan Bayt al- Mal vang menghimpun dana dan
harta seperti yang disebutkan dalam kitab figh Islam.1*

Dalam tata aturan perundang-undangan Indonesia,
ternyata zakat telah diatur pula dalam UU Republik
Indonesia Mo, 38 Tahun 1999, yang berisi tentang
pengelolaan zakat Dalam pasal 4 UU zakat tersebut
dipaparkan azas-azas zakat sebagai berikut-"Fengelolaan
zakat berasaskan iman dan taqwa, keterbukaan dan
kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan ULUD 1945,
Dalam UL tersebut, organisasi pengelolaan zakat dapat

15 B, Dhaucd A, Sictew Flowos Tibow, Zokal dow Waka (Jakeassa: UT-Pross, 1996,
LR
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dilakukan oleh Badan amil zakat dan lembaga amil zakat,
Keduanya mempunyai tugas pokok mengumpulkan,
mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai
dengan ketenfuan agama. Dalam melaksanakan tugasnya
BAZ dan LAZ bertanggungjawab kepada pemerintah
sesual dengan tingkatannya (pasal 8 dan 9 ULT.1e

Amil zakat adalah orang-orang yang terlibat atau
ikut aktif dalam organisasi pelaksamaan zakat, Kegiatan
pelaksanaan zakat dari sejak  mengumpulkan atau
mengambil zakat dan muzakk, sampai membagikannya
kepada orang yang berhak menerima zakat tersebut
Termasuk di dalamnya penanggungiawab, perencana,
konsultan, pengumpul, pembagi, penulis dan orang-orang
lain seperti tenaga kasar yang terlibat dalam kegiatan
pelaksanaan zakat tersebut. Secara garis besarnya kegiatan
amil zakat tersebut meliputi: 1), Mencatat nama-nama
muzakks; ). Menghitung besarnya harta zakat yang akan
dipungut dari muzaldd; 3). Mengumpulkan/ mengambil
zakat dari muzekki; 4). Mendoakan orang yang membayar
zakat; 5). Menyimpan, menjaga dan memelihara harta
rakat sebelum dibagikan; 6). Mencatat dan menentukan
prioritas musfalig zakat 7). Membagiken harta kepada
musfaliy zakat; §), Mencatat/ mengadministrasikan semua
kegiatan pengelolaan tersebut, serta
mempertanggungjawabkan sesual dengan ketentuan yang
berlaky; 9). Mendayagunakan dan mengembangkan harta
rakat.

Sementara, Badan Amil Zakat (BAZ) adalah

organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah

W H. Separmean Usman, Pk Ik Lo dor Proganter Finds Haokaon
Tassw laliowy Tt Fanknar Tmdnenia (Jakarta: Graya Media Prasama, 3000), 165
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terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan
tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan
mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama
(pasal 1 KMA) Sedangkan Lembaga Amil Zakat adalah
institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas
prakarsa masyarakat dan oleh masyaraka! yang bergerak
di bidang da‘wah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan
umat Islam (pasal 7 UL},

Badan pelaksana BAZ Kecamatan bertugas: 1).
Menyelenggarakan tugas administrasif dan teknis
pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
2}, Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan
untuk penyusunan rencana  pengelolsan  zakat;  3).
Menyelenggarakan bimbingan di bidang pengelolaan,
pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
4). Melaksanakan pengumpulan, pendistribusian dan
pendayagunaan zakal, menyusun rencana dan program
pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian,
pendayagunaan dan pengembangan pengelolaan zakat.

Lembaga Amil Zakat yang diusulkan kepada
pemerintah  untuk mendapatkan pengukuhan, harus
memenuhd syarat-syarat sebagai berikut Berbadan hukum;
memiliki data suzekld dan mustahig; memdliki program
kerja; memiliki pembukuan; dan melampirkan surat
pernvatasn bersedia diaudit. Sedangkan harta vang dapat
diterima untuk dikelola Badan Amil Zakat adalah: 1).
Lakat mal, 2). Zakat fitrah, 3). Infak, 4). Sadagah, 5). Hibah,
6). Wasiat, 8). Kafarat (Pasal 11, 13 UU).

Pelaksanaan ibadah =zakat melibatkan sejumlah
kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan harta benda,
sejak  pengumpulan, pendistribusian, pengawasan,
pengadministrasian dan pertanggungjawaban harta zakat.
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Ibadah zakat akan terlaksana dengan baik sesuai dengan
petunjuk agama, demikian juga hikmah zakat akan
dirasakan oleh umat, apabila kegiatan ibadah tersebut
ditangani, dikelola oleh orang-orang profesional dan
amanah. Dengan demikian untuk terlaksananya ibadah
zakat sesuai dengan ketentuan agama, maka mutlak
diperiukan pengelolaan (manajemen) zakat yang benar dan
professional. ' Mengeluarkan zakat memang merupakan
kewajiban agama, sehingga mengeluarkan tentu akan lebih
selamat dibandingkan tidak sama sekali. Hanya saja
mengeluarkan zakat tanpa disertai dengan cara yang benar
tidak lebih dari perbuatan sia-sia belaka, sama dengan
tidsk mengeluarkan zakat Salah sam  petonjuk
menunaikan zakat yang benar adalah mengikuti cara-cara
Rasulullah seperti yang disarikan dari beberapa ayat dan
hadis, diantaranya Q.5, al-Tawbah ayat 60 dan 203,

Untuk menghindari penyimpangan yang lebih luas
dalam persoalan zakat ini, maka pengelolaan lewat suatu
badan tentu menjadi salah satu altermatif yang cukup
menjanjikan. Mamun harus pula diperhatikan bahwa aspek
amanah dan profestonalitas harus selalu dikedepankan jika
ingin benar-benar sesuai dengan konsep al-Qur’an.

Limat Islam di tanah air kita terdorong melaksanakan
permungutan zakat disebabkan antara lainc 1). Keinginan
umat  Islam Indomesia  untuk  menyempurnakan
pelaksanaan ajaran agamanya. 7). Kesadaran yang semakin
meningkat di kalangan umat Islam tentang potensi zakat
jike dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya akan dapat
memecahkan berbagai masalah sosial. 3). Di dalam sejarah
[slam, lembaga rzakat ini telah mampu: a). melindungi

1 Fhid 165
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manusia dari kemelaratan. b). Menumbuhkan solidaritas

sosial. €. Mempermudah pelaksanaan  tugas-tugas
kemasyarakatan. d). Meratakan rezld. e). Mencegah

usaha untuk mewujudkan pengembangan dan pengelolaan
zakat di tanah air semakin berkembang.™*

Dalam rangka optimalisasi zakat memang banyak
hal perlu dibenahi Dari sisi  pengelola, perlu
disebarjuaskan pentingnva lembaga aml zakad. Masyarakat
Muslim harus diberikan pemahaman yang sempurna
temtang arnl zakad berdasarkan pendekatan yuridis [mas)
dan pendekatan empiris (praktis). Sebab, jika zakat itu
dilakukan secara individual, meski masih dibenarkan oleh
syara’, tetap menyisakan keraguan dalam hal akuntabilitas
(pertanggungjawaban)-nya. Dalam kenyataannya, agak
sulit bagi seseorang menegur seorang muzekki yang
memberikan zakatnya kepada orang yang kebetulan sering
membantunya bekerja tanpa melihat skala prioritas bagi
mereka yang lebih berhak. Pendek kata, urgensi amil zakat
keabsahan zakat itu akan terlaksana dengan ada atau tidak
adanya amil.

EKSISTENSI INSTITUSI KEUANGAN SYARI'AH NON
BAMK : ANTARA POLITIE IDEMTITAS DAN
AKTUALISASI NORMA ISLAM

Dalam sebuah hadis, “barang halal sudah jelas,
harampun juga jelas, posid di antara keduanya adalah

10 M, Dhaud Ali, Sictom Ebanams [nbam, Lokt dan Wiaka! (Jakareas UI-Press,
1998, 34,
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remang-remang...”. Apabila dikontraskan antara sistemn
ekonomi konvesional dan sistemn ekonomi syari'ah, yang
menurut pandangan sistem kedua, sistem pertama jmih
dari rasa adil dan maslahah dan tentu ditolak mentah-
mentah, maka sebenarnya, mengikuti hadits di atas, kedua
sisgtem ekonomi tersebut tentu Hdak bisa disandingkan
apalagi disatukan. Realitas sekarang sistemn ekonomi
pertama sangat kuat dan mencengkeram erat-erat siapapun
yang akan merubahnya. Maka, apakah institusi ekonomi
Islam berikut keberadaan lembaga keuangan syari'ah
dapat bercampur dengan institusi ekonomi konvensional
dalam aplikasinya? Jawabannya adalah bahwa hal inilah
yang menjadi salah satu kendala atau bahkan dilema bagi
perkembangan  institusi ekonomi syari'ah dewasa ini,
khususnya di Indonesia, disamping kendala-kendala
lainnya. Dari sekian paparan tentang praktik lembaga
keuangan syari‘ah non bank di atas, ada beberapa hal yang
periu diperhatikan :

1. Pada aspek pengawasan syari‘ah, sungguh tidak
mudah untuk bertanggung jawab atas pengawasan
syari’ah mengingat demikian kompleksnya transaksi
perbankan, Menimpakan beban berat ini hanya kepada
Dewan Pengawas Syari‘ah (DPS) bukanlah cara yang
realistis. Pengawasan syari'ah sepatutnya merupakan
tangpung jawab bersama semua stokeholders. Selain DPS
yang bertanggung jawab pada aspek syari'ahnya,
untuk aspek operasional pengawasan syari’ah paling
tidak harus dilakukan oleh audit internal bank,
direktur kepatuhan, bahkan komisaris harus  ikut
menjaga kepatuhan syari'ah. Audit ekstern yang
dilakukan oleh kantor almnr.an publik juga fidak boleh
medewatkan begitu saja adanya pelanggaran atas
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kepatuhan syari'ah. Dan tentunya Bl bertanggung
jawab sebagai otoritas perbankan. Semua instibus nd
sesuai kompetensi dan wewenangnya masing-masing
harus bahu membahu menjalankan fungsi pengawasan
syari‘ah.

2. Upaya untuk meningkatkan profesionalitas kadang
terhalang oleh rendahnya sumber daya vang dimiliki
oleh BMT, sehingga ketika melakukan aktifitasnya
cenderung lambat dan respon terhadap permasalahan
ekonomi. yang rendah.  Maka upaya untuk
meningkatkan SDM perlu diarahkan di semua posisi,
baik pemegang kebijakan ataupun di lapangan.

3. Sebagai lembaga keuangan syari'ah yang didasan
dengan nilai dan norma [slam,  tentunya  juga
bertanggung jawab terhadap bilai-nilai keislamannya.
Terkadang aktifitas keuvangan seringkali tidak
menylsakan waktu untuk melakukan aktifitas yang
berhubungan dengan syiar Islam.

4. Dalam kasus BMT, lebih mengedepankan tamwilnya
ketimbang, bayt al-mdl-nya, sehingga penghimpunan
danan lebih banyak ke arah bisnis daripada social
approach. Walaupun institasi BMT saat ind, berkembang
dan semakin banyak, tetapi antara satu BMT dengan
lainnya cenderung mengarah kepada persaingan tidak
sehat, mengaggap sebagl musuh ketimbang parfner,

Dalam sebuah diskusi kecil antar kolega dosen di
salah satu PTAIN muncul pertanyaan, apa bedanya antara
transaksi syari'ah dan konvensional. Banvak sekali
jawaban vang muncul, tetapl ada satu yang diterima
peserta diskusi, vaitu terletak pada starting pointmya, pada
akad/perjanjian  awal. Kalau dianalogikan dengan
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pertanyaan apa bedanya nikah resmi dan ~kumpul keba”,
bentu jawabannya adalah pada akadnya, dan hal ini sama
dengan  transaksi  syari’ah, Tetapi apakah sebush
rubunnya, ternyata dalam praktek pasca akad sangat jauh
dari perkawinan islami, seperti melakukan KDRT, tidak
memberikan nafkah dan pokoknya jauh dari mu'asharsh bi
al m‘rif, sudah dianggap benar dan selesai urusan, Kalau
begitu apa bedanya dengan “kumpul kebo™ vang memang
sangat dimungkinkan seperti itu.

Dari lelucon ilmiah seperti itu dapat dimaknai,
bahwa akad hanyalah sebagai point awal dan pembeda
dari model transaksi syari'ah dan konvensional. Tetapi
tidak berhenti di situ, Setelah transaksi (akad) dilanjuthan
dengan manajemen dan operasional yang jauh dari unsur
ribme, ghardr dan maysfr. Kalaupun pada saat ini institusi
ekonomi Islam atau imstitusi keuangan syariah masih
dalam “on poing process”, maka sebenarnya itulah yang bisa
kita mainkan bersama dan tentunya PR besar bagaimana
Islam sesuai dengan kaidah-kaidah dasar syari'ah untuk
menuju kesejahteraan mayarakat fuas.
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